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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN
HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG
DALAM KASUS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN,

JUAL BELI SENJATA API TANPA IZIN DAN PERJUDIAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.1-04/AD/V/2025).

RIANA RALIN

Hukuman mati adalah hukuman terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia,
termasuk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana
berat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan
hakim Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati
terhadap Kopral Dua Bazarsah dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh
terpidana. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan
yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim
dalam putusan nomor 50-K/PM.1-04/AD/V/2025 mencakup dakwaan oditur militer
berdasarkan pasal 338 KUHP, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Rl Nomor
12 Tahun 1951, Pasal 303 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,
keterangan terdakwa menyebutkan terdakwa menembak secara spontan tanpa
mempertimbangkan akibatnya, keterangan saksi memberatkan terdakwa, barang
bukti utama berupa satu senjata api milik terdakwa. Pertimbangan non yuridis
mencakup latar belakang perbuatan terdakwa yang bertujuan menambah
penghasilan, akibat perbuatannya menyebabkan tiga polisi meninggal, dan kondisi
fisik dan psikis terdakwa sehat tanpa gangguan mental. Ada tiga upaya hukum yang
dapat dilakukan terpidana yaitu upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi,
serta upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya non yuridis seperti
grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, Pengaduan maladministrasi, keadilan
restorative, Permohonan hak konstitusional. Upaya konstitusional yang dapat
terpidana tempuh ialah Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi, Pengujian
peraturan ke Mahkamah Agung dan Perlindungan Hak Konstitusional warga
negara.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Pengadilan Militer, Tindak Pidana, Pembunuhan,
Senjata Api.



ABSTRACT

The Analysis of the Legal Decision on the Death Penalty Imposition by Military
Court 1-04 Palembang in the Case of Combined Crimes Involving Murder,
Illegal Sale of Firearms, and Gambling
(Case No. 50-K/PM.1-04/AD/V/2025).

RIANA RALIN

The death penalty is the harshest punishment in the Indonesian criminal justice
system, including for members of the Indonesian National Army who commit
serious crimes. The formulation of the problem in this research is what is the basis
for the judge's considerations of the Military Court 1-04 Palembang in imposing
the death penalty on Corporal Bazarsah and how the legal remedies available to
the convicted person. The method used is normative legal research with a normative
juridical approach. The findings show that the judge’s legal considerations in case
number 50-K/PM.1-04/AD/V/2025 include the military prosecution based on Article
338 of the Criminal Code, Article 1, paragraph (1) of the Emergency Act No. 12 of
1951, Article 303, paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article
55, paragraph (1) number 1 of the Criminal Code, the accused’s statement that he
shot spontaneously without considering the consequences, witness statements that
worsened the accused’s case, and the main evidence being a firearm owned by the
accused. Non-legal considerations include the accused’s background, which aimed
to increase income, the consequences of the act resulting in the death of three police
officers, and the accused's physical and mental condition being healthy without any
mental disorders. There are three legal remedies available to the convicted person:
regular legal remedies such as appeal and cassation, and extraordinary legal
remedies such as judicial review. Non-legal remedies include clemency, amnesty,
abolition, rehabilitation, administrative complaints, restorative justice, and
constitutional rights claims. The constitutional remedies available to the convicted
person are Judicial Review to the Constitutional Court, regulation review to the
Supreme Court, and protection of citizens’ constitutional rights.

Keywords : Death Penalty, Military Court, Criminal Act, Murder, Firearms.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Berdasarkan ketentuan dalam Undang — Undang Dasar 1945 menegaskan
Indonesia adalah negara hukum. Setiap penyelenggaraan kehidupan nasional
serta kenegaraan wajib dilaksanakan berlandaskan peraturan yang diterapkan.
Tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan hukum, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, terhadap
aturan-aturan yang diatur dalam sistem hukum positif dan memiliki sanksi
pidana berupa hukuman.? Dalam hukum positif Indonesia, hukuman pidana
dikenal ada dua macam, yakni (1) Hukuman pokok meliputi pidana mati,
penjara, kurungan, denda, serta tutupan; (2) Hukuman tambahan mencakup
peniadaan hak, pengambilan barang, serta penyampaian putusan hakim.®
Hukuman mati adalah bentuk sanksi pidana terberat yang berlaku dalam sistem
hukum pidana Indonesia. Dalam Al-Quran larangan membunuh tanpa alasan
yang dibenarkan agama ditegaskan pada surah Al-Isra ayat 33.

0 i g a5 e 0 G 0 00 0 o
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! Sianturi, S.R, (2015), Hukum Pidana militer di Indonesia, Jakarta : Alumni Ahaem,
him.46

% Suyanto, H. (2018). Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta : Deepublish, him. 74.

®Haq, A. “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undungan”, Jurnal Hukum Keluarga
Islam, Volume 3 Nomor 2, https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhag/issue/view/71,
2023.



https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/issue/view/71

Artinya : “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali
dengan suatu alasan yang benar”.

Pengaturan tentang hukuman mati mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang
Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Sejumlah ketentuan pada buku 1l KUHP
lama yang memuat jenis tindakan melanggar yang dapat dijatuhi hukuman
mati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3), 140
ayat (3), 340, 365 ayat (4), dan 444. Cara pelaksanaannya adalah dengan
metode tradisional, di mana seorang algojo akan mengikat tali di leher
terpidana di tempat gantungan, lalu papan yang digunakan sebagai tempat
berdiri terpidana dilemparkan ke bawah, sehingga terpidana mati karena
tercekik.* Hukuman mati juga berlaku untuk pelaku kejahatan yang berasal dari
militer, Anggota TNI sering kali tertangkap melakukan pelanggaran seperti
tindak pidana. Jenis perbuatan pidana yang kini muncul di Indonesia semakin
beraneka ragam, dan sebagian di antaranya bahkan dilakukan oleh anggota
militer meskipun mereka terikat oleh pedoman hidup prajurit serta ikrar
sebagai penjaga dan pelindung bangsa dan tanah air. Perjuangan penduduk
Indonesia untuk melindungi kemerdekaannya dari rencana Belanda yang ingin
menjajah kembali Indonesia melalui perang memunculkan lahirnya Tentara

Nasional Indonesia (TNI). °

*Putri, D.M. “Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta
Retensionis” , Jurnal llmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume 2 Nomor 4. DOI:
https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451, 2024.

> Sihombing, D.A.P, (2019), Pertanggungjawaban Pidana Oknum Tentara Nasional
Indonesia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Wartawan, Skripsi Sarjana Hukum,
Universitas Sriwijaya Palembang, him 1.
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Setiap orang yang menjadi warga negara berkewajiban taat dan mematuhi
terhadap ketentuan yang disahkan. Kebijakan ini pun berlaku untuk semua
prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas, mereka dituntut menuruti semua
ketentuan dan kaidah yang ada. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur,
membangun, dan mempertahankan disiplin dalam kehidupan prajurit TNI,
yang setelahnya dikenal sebagai Hukum Disiplin Militer, selain peraturan
hukum lainnya. Meski demikian, Tindak pidana bisa dilakukan oleh setiap
individu, di waktu serta tempat mana pun, salah satunya adalah anggota tentara
yang memposisikan diri sebagai pihak yang bertindak. °

Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan
dengan sengaja maupun tanpa sengaja, disebut pembunuhan. Pembunuhan
yang dilakukan dengan sengaja atau telah direncanakan sebelumnya dikenakan
sanksi hukum yang lebih berat, termasuk hukuman pidana, dibandingkan
pembunuhan tanpa unsur yang memberatkan.” Jika seorang prajurit diketahui
telah melakukan pelanggaran dalam bentuk tindak pidana desersi maupun
pelanggaran lain yang sudah ditentukan pada Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Militer (KUHPM) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Satuan dapat melaporkan serta mengadukan anggota yang diduga
melakukan tindakan pidana secara lisan atau tulisan berdasarkan ketetapan

Pasal 100 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997. Penindakan hukum di

® Saalino, Elmarianti. (2020), “Hukum Militer di Indonesia”, Jawa Timur : Uwais Inspirasi
Indonesia. him.19.

"Cannigia,CP.,Kartika,T, “Analisis Pertanggungjawaban Anggota Militer Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pengadilan Militer”, Jurnal Riset
Multidisiplin Edukasi, Volume 2 Nomor 7, 238-251. DOI: https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i7.640.
2025.



https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i7.640

Indonesia mencerminkan penerapan fungsi kekuasaan kehakiman seperti
diamanatkan pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang
diselenggarakan melalui 4 peradilan, ialah peradilan umum, agama, tata usaha
negara serta peradilan militer selaras dengan kewenangannya.! Dengan
demikian, penjatuhan hukuman kedisiplinan oleh atasan yang berhak
menghukum (ANKUM) tidak menghilangkan kewajiban pelaku untuk
mempertanggungjawabkan tindak pidana desersi atau pelanggaran pidana
lainnya secara hukum.®

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHPM)
menjelaskan mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang
merupakan Tindakan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Militer ialah
salah satu bagian dari kekuatan bersenjata sebuah negara di mana
keberadaannya ditetapkan pada peraturan perundang-undangan, layaknya
terlampir pada Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014,
memiliki pengertian yakni pemahaman, sikap patuh, serta tunduk dalam
menjalankan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, serta
susunan kehidupan yang diterapkan dalam TNI.*

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor:

161/PM.11-08/AD/V11/2020 dalam penelitian ini digunakan sebagai contoh

8 Arief, B.N. (2017), “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru”, Jakarta : Kencana, him 9.

° Yastiant, R.A. “Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan
Oleh  Anggota  Tni”, Jurnal  Verstek, Volume 3 Nomor 1, him. 157,
https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38979. 2015.

Y Tim Redaksi, (2015), “Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum
Disiplin Militer, UU Rl No.34 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 Tahun 2014”, Yogyakarta : Pustaka
Mahardika. him.18.
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kasus dalam ranah peradilan militer, khususnya dalam menilai terpenuhinya
unsur tindak pidana, adanya unsur kesalahan, serta kemampuan terdakwa untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan  teori  kehendak  bebas, seseorang  bisa  di
pertanggungjawabkan atas perbuatannya jika ia mampu menentukan kehendak
sendiri serta mengambil tindakan berdasarkan kehendak tersebut, sehingga
tindakannya bisa di pertanggungjawabkan secara keseluruhan.*!

Dalam penelitian ini, Salah satu perkara yang diangkat dan dijadikan
pembahasan adalah kasus perbuatan pidana pembunuhan pada lingkup TNI
yang divonis Pengadilan Militer 1-04 Palembang Sumatera Selatan dengan
Nomor Putusan 50-K/PM.I-04/AD/V/2025, Pada 17 Maret 2025, tiga orang
polisi dari Polsek Negara Batin, yaitu AKP Lusiyanto dan dua rekan lainnya,
melangsungkan penggerebekan di area adu ayam di desa Karang Manik,
Kabupaten Way Kanan, Lampung. Saat itu, anggota TNI bernama Kopral Dua
Bazarsah menembak dan menghabiskan nyawa ketiga polisi tersebut. Setelah
menembak, Bazarsah melarikan diri ke kebun singkong dan membuang senjata
yang digunakannya. Namun, akhirnya ia berhasil ditangkap dan diproses di
Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Pada sidang digelar pada 11 Agustus 2025,
majelis hakim memutuskan hukuman mati dan pemecatan dari dinas militer
terhadap Bazarsah. la dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan

sebagaimana di dakwaan subsider Pasal 338 KUHP, meskipun tidak terbukti

1 Marzuki, Peter Mahmud. (2018), Pengantar llmu Hukum (Edisi Revisi), Jakarta :
Prenadamedia Group, him. 219.



melakukan pembunuhan berencana. Hukuman mati diberikan karena beberapa
faktor pemberatan, seperti kejadian penembakan sengaja, perjudian saat jam
dinas, serta terlibat dalam jual beli senjata api ilegal.'> yang menjadi fokus
penelitian ini. Majelis Hakim dalam putusannya kemudian memberikan
hukuman pidana pokok yaitu hukuman mati. Selain itu, hukuman tambahan
diperjelas melalui Pasal 6 b KUHPM, yaitu pemberhentian dari institusi militer,
degradasi jabatan, serta penghapusan kewenangan tercantum pada Pasal 35
Ayat (1) poin 1, 2, serta 3 KUHP. Pada kasus ini, para pelaku diajukan oleh
oditur militer, diuraikan dalam tuntutan berupa : Kesatu-Subsidair : Pasal 338
KUHP (pembunuhan), Kedua-Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Rl No. 12 Tahun
1951 (senjata api ilegal), Ketiga-Pasal 303 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP (perjudian tanpa izin). Penuntut Militer mengajukan tuntutan
sanksi terberat menjadi pidana utama serta pemberhentian dari dinas militer
sebagai sanksi tambahan.*?

Dalam kasus ini, penerapan pidana tambahan seperti yang disebutkan
sebelumnya telah dilakukan. Hukuman ini diberikan agar dapat membangun
efek jera bagi prajurit lainnya, serta sebagai sarana untuk meningkatkan
disiplin prajurit lainnya. Perbuatan terdakwa tersebut telah mencemarkan citra

TNI serta menyalahi kode kehormatan karena kasusnya yang kompleks dan

2 Tempo, “Kronologi Kopda Bazarsah Tembak 3 Polisi hingga Divonis Mari ”, di terbitkan
pada  https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kopda-bazarsyah-tembak-3-polisi-hingga-divonis
mati-2057993 , diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2025 pukul 17:30 WIB. Diakses pada tanggal
30 September 2025 pukul 16:05 WIB.

3 Sadana, “Pengadilan Militer Palembang Vonis Mati Kopda Bazarsah dalam Kasus
Penembakan 3 Polisi” diterbitkan pada https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pengadilan-
militer-palembang-vonis-mati-kopda-bazarsah-0tK , diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2025
pukul 12:25 WIB. diakses pada tanggal 27 September 2025 pukul 15:52 WIB.
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melibatkan beberapa tindak pidana berat sekaligus, Sehingga dari segi hukum
secara dogmatis, isu ini sangat menarik untuk dikaji dan dicari solusinya
(penelitian berbasis fenomena). Harapan penulis adalah agar hasil penelitian
ini dapat dimanfaatkan oleh Oditur Militer serta ahli hukum dalam memberikan
perlakuan yang adil terhadap korban yang meninggal, terutama keluarganya.
Selanjutnya, temuan penelitian ini diharapkan dapat berguna oleh akademisi
dan mahasiswa untuk dianalisis secara lebih spesifik."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa terdorong untuk
melakukan penelitian secara mendalam terkait peraturan hukum pidana dan
penerapan hukuman terhadap anggota TNI yang melakukan pembunuhan yang
berakibat meninggal dunia. Penelitian ini akan disusun berupa skripsi yang
berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN
HUKUMAN MATI OLEH PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG
DALAM KASUS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN,
JUAL BELI SENJATA APl TANPA IZIN DAN PERJUDIAN (STUDI

PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.1-04/AD/V/2025)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini mengangkat isu permasalahan mengenai :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan militer 1-04 Palembang

dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai pelaku

4 Prasetya, M.D, “Pemberatan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Penganiayaan
Mengakibatkan Mati”, Unes Law Review, Volume 5 Nomor 4, hilm. 2401-2409. DOI :
https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4, 2023.
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perbarengan tindak pidana pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan
perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.1-04/Ad/V/2025)?

2. Bagaimana upaya hukum terpidana Kopral Il BZR sebagai pelaku
perbarengan tindak pidana terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan

oleh pengadilan militer 1-04 Palembang Sumatera Selatan?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini berfokus terhadap pembahasan yang berkaitan
dengan dasar pertimbangan hakim pengadilan militer 1-04 Palembang dalam
menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai pelaku perbarengan
tindak pidana pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi
Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025) dan bagaimana upaya hukum
terpidana Kopral Il BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana terhadap
vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer 1-04 Palembang
Sumatera Selatan. Meski demikian, penelitian ini tetap memberi ruang dalam

mengulas aspek — aspek lain yang relevan dengan pokok persoalan.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
a. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim
pengadilan militer 1-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati

kepada Kopral BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana



pembunuhan, jual beli senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi
Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025).

b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum terpidana
Kopral 11 BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana terhadap
vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer 1-04
Palembang Sumatera Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi, yakni :

a. Manfaat Teoritis :

Diharapkan temuan kajian ini berpotensi menjadi acuan untuk
memahami sanksi hukuman terhadap tindak kejahatan yang dilakukan
lebih dari satu oleh anggota TNI serta dapat menjadi acuan bagi
penegak hukum agar lebih koperatif dalam menangani anggota yang
melakukan suatu perbuatan pidana.

b. Manfaat Praktis
Diharapkan temuan penelitian ini bisa membantu masyarakat lebih
memahami soal hukuman mati dan meningkatkan kesadaran
Masyarakat mengenai isu-isu hukuman mati dan implikasinya dalam

sistem hukum Indonesia.

E. KERANGKA KONSEPTUAL
Kerangka konseptual pada penelitian ini, ialah :
1. Analisis yuridis adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi suatu

masalah dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum. Proses ini
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melibatkan mempelajari aturan hukum, peraturan yang berlaku, serta
putusan pengadilan yang terkait dengan isu yang sedang dianalisis.*®

2. Putusan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, disampaikan baik
secara tertulis maupun lisan pada sidang terbuka oleh hakim, sebagai
temuan dari pemeriksaan terhadap perkara gugatan (contentious).'®

3. Hukuman mati adalah jenis sanksi terberat yang diberikan terhadap
terpidana sebagai konsekuensi atas tindakan atau kesalahan yang sudah
dilakukannya.'’

4. Pengadilan militer adalah sistem peradilan khusus yang menangani prajurit
TNI, dengan penyesuaian aturan hukum sesuai kebutuhan dalam lingkungan
militer. Tujuannya adalah untuk menjaga disiplin, ketertiban, serta
kepentingan pertahanan negara. Pengadilan militer juga memiliki oditurat
militer, yang bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan dalam
lingkungan militer .*®

5. Perbarengan tindak pidana adalah saat seseorang melakukan lebih dari satu
perbuatan pidana, sementara tindak pidana awal belum ditetapkan hukuman,
atau tindak pidana awal dan yang setelahnya belum diambil keputusan oleh

hakim.*®

15 Zalukhu, F. “Analisis Yuridis Pendekatan Holistik dalam Antropologi Hukum Menurut
para ahli”, Naskah Preprint, DOI : https://doi.org/10.31219/osf.io/m78fa, 2022.

16 Bahrussam ,Yunus. (2020), “Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim
Peradilan Agama”, Yogyakarta : Ull Press Cetakan Pertama, him 213.

7 Arief, A. (2019), “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana”, Purwokerto : Kosmik Hukum, him.91.

18 Edy.SS, (2016), The Independency Of Military Justice System In The Indonesian ,
Disertasi, Universitas Gadjah Mada, him.111.

19 Sakafa Guraba, dkk. “Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan
Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh”, Jurnal Magister Hukum UMA,
Volume 11 Nomor 2, DOI : http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1829, 2018.
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6. Pembunuhan adalah istilah yang dipakai dalam hukum pidana untuk

menjelaskan tindak kejahatan di mana terdakwa menghilangkan nyawa

seseorang atau menyebabkan kematian pada orang lain.”°

. Senjata api adalah jenis senjata yang bekerja dengan cara melepaskan peluru

melalui ledakan bahan peledak, seperti serpihan atau peluru mesiu.?

. Perjudian adalah kegiatan yang sengaja dilakukan dengan mempertaruhkan

sesuatu yang dianggap bernilai, baik uang maupun hal lainnya. Kegiatan ini
dilakukan dengan menghadapi resiko serta keinginan tertentu terhadap hasil
suatu peristiwa, misalnya permainan, pertandingan, lomba, atau kejadian
yang belum dapat diprediksi dengan pasti. Perjudian dianggap sebagai
bentuk masalah sosial, karena menyalahi norma serta ketentuan yang

ditetapkan dalam bermasyarakat.?

F. REVIEWSTUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Review studi terdahulu yang relevan adalah proses mengevaluasi penelitian

yang sudah ada dan relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang

diteliti :

2 Saputri, D.A, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Hukum Positif di

Indonesia”, Jurnal Inovasi Global, Volume 1 Nomor 2, DOI : https://doi.org/10.58344/jig.v1i2.13,

2023.

2l Megantara, A.R, (2021), “dspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri”, Yogyakarta :

Deepublish, him.3.

2 sagala, M.J.P, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permaianan Judi Jackpot

(Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)”, Jurnal Hukum Kaidah, VVolume 18 Nomor
3, DOI : https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1205, 2019.
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Tabel 1.1

No. Penulis Judul Penelitian Fokus Kajian

1. | Claudia Putri | Analisis 1. Menekankan pentingnya prinsip
Caniggia & | pertanggung akuntabilitas  hukum  dalam
Tantri Kartika, | jawaban  anggota | menjaga sistem peradilan dan
(2025), militer dalam | kejelasan hukum di Indonesia.
Jurnal  Riset | penyelesaian tindak | Prinsip utama sistem hukum
Multidisiplin pidana adalah akuntabilitas  hukum,
Edukasi, pembunuhan yang mengatur tugas seseorang
Volume 2 | berencana  dalam | atau organisasi untuk
Nomor 7. pengadilan militer mempertanggung jawabkan

tindakan ~ yang  menyalahi
ketentuan, baik dalam aspek
pidana maupun perdata.

. Putusan ini menunjukkan bahwa
dalam menentukan tanggung
jawab, selain unsur kesengajaan
atau kelalaian, juga
diperhitungkan bukti dan kondisi
yang menjadi latar belakang
tindakan  tersebut.  Putusan
tersebut kemudian menyatakan
bahwa penerapan asas
akuntabilitas  hukum  harus
selaras dengan norma moral,
etika, dan keadilan yang berlaku
di masyarakat saat ini.

2. | Kristopheros Tinjauan  Yuridis [1. Memahami fungsi Oditur Militer
Imanuel terhadap fungsi | pada proses tuntutan kasus
Mewengkang, | oditur militer dalam | pembunuhan yang diperbuat
(2018), Jurnal | hal penuntutan | oleh prajurit  militer  serta
fakultas hukum | tindak pidana | memahami kendala  yang
unsrat, Volume | pembunuhan yang | dihadapi. Penuntutan tindak

7.

dilakukan
anggota TNI

oleh

pidana pembunuhan oleh Oditur
Militer tidak berbeda secara
esensial dengan  penuntutan
tindak pidana umum, karena
pembunuhan termasuk dalam
kategori tindak pidana umum.

. Hambatan yang ditemui seperti

berkas kasus yang tidak
memenuhi, kesukaran dalam
menghadirkan saksi, perbedaan
keterangan saksi, serta keberatan
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keluarga korban terhadap otopsi.
Selain itu, terdapat faktor-faktor
penghambat lain seperti
penegakan  hukum, aspek
masyarakat, nilai kebudayaan,
serta  peraturan  perundang-
undangan. *

3. | Wira Mirwan
Putra, (2022),
Skripsi,
Fakultas
Hukum,
Universitas
Jambi.

Analisis  putusan
pengadilan  militer
11-08 Jakarta
Nomor:161./PM.1I
08/AD/V11/2020.

. Pada wvonis tersebut telah

memenuhi aspek materil karena
perbuatan terdakwa terbukti
sesuai Pasal 351 jo. Pasal 55
KUHP. Dari aspek formil,
putusan dinyatakan sah karena
didukung bukti yang cukup dan
meyakinkan bahwa para
terdakwa bersama-sama
melakukan penganiayaan yang
mengakibatkan kematian.

. Hakim menjatuhkan putusan

sesuai  perbuatan terdakwa,
dengan  tambahan pidana
pemecatan bagi terdakwa .

Berdasarkan tabel diatas, yang membedakan penelitian saya dengan yang lain

yaitu pada penelitian pertama fokus pada meneliti pertanggungjawaban hukum

anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana melalui

peradilan militer. Pada penelitian kedua fokus pada meneliti peran dan fungsi oditur

militer pada proses tuntutan hukum terhadap perbuatan pidana pembunuhan oleh

TNI. Pada penelitian ketiga fokus pada menganalisis putusan pengadilan militer

terkait kasus penganiayaan / pengeroyokan oleh 11 anggota TNI AD. Sedangkan

penelitian saya berfokus pada bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan

militer 1-04 Palembang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR

8 Kristopheros Imanuel Mewengkang, “Tinjauan Yuridis terhadap fungsi oditur militer
dalam hal penuntutan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI” , Jurnal

fakultas hukum

unsrat, Volume

Nomor 1. DOI

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19426 , 2018.
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sebagai pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan, jual beli senjata api tanpa
izin dan perjudian (Studi Putusan Nomor 50-K/Pm.I-04/Ad/V/2025) dan Apakah
terpidana Kopral Il BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana memiliki hak
hukum terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer 1-04

Palembang Sumatera Selatan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sehubungan persoalan masalah yang diangkat, penelitian ini termasuk

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian

hukum yang menggunakan data sekunder.*
2. Sumber Data

Sehubungan dengan hal tersebut, Penelitian ini menggunakan sumber data

sekunder.

Bahan hukum pada penelitian ini, yakni :

a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang — undangan ( Kitab
Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara
Pidana Militer, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum
Disiplin Militer).

b. Bahan hukum sekunder, yakni penelitian terdahulu, buku, jurnal.

# Muhammad Zainuddin, dkk. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam
Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum”, Smart Law Jurnal, Volume 2 Nomor 2, DOI :
https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26, 2023.
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c. Bahan hukum tersier, yakni sumber internet.

3. Metode Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, pengambilan data dilaksanakan dengan metode :
Studi Kepustakaan ialah dengan melakukan pengkajian pada data sekunder
berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundang undangan), bahan
hukum sekunder (buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu), serta
bahan hukum tersier (Sumber internet) yang relevan dengan isu persoalan
penelitian. %

4. Analisis Data
Teknik menganalisa data pada penelitian hukum normative (normative legal
research) dianalisa menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni

memandang hukum sebagai kaidah pada masyarakat.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disusun menjadi 4 bab, yakni :

BAB I Pendahuluan
Memaparkan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup
serta tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

2 Kornelius Benuf, dkk. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Nomor 1, DOI :
https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504, 2020.

%6 Khudzaifah, Dimyati. (2016), “Metodologi Penelitian Hukum”, Surakarta : Universitas
Muhammadiyah Surakarta, him.3-11.
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BAB I Tinjauan Pustaka
Dijelaskan tinjauan mengenai putusan hakim, tinjauan
tentang pidana dan pemidanaan, tinjauan tentang
perbarengan tindak pidana dan tinjauan tentang pengadilan
militer.

BAB Il Pembahasan
Bagian ini menguraikan bagaimana dasar pertimbangan
hakim pengadilan militer 1-04 Palembang dalam
menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral BZR sebagai
pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan, jual beli
senjata api tanpa izin dan perjudian (Studi Putusan Nomor
50-K/Pm.1-04/Ad/\V/2025) dan apakah terpidana Kopral 11
BZR sebagai pelaku perbarengan tindak pidana memiliki hak
hukum terhadap vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh
pengadilan militer 1-04 Palembang Sumatera Selatan.

BAB IV Penutup
Dalam bagian ini mencakup kesimpulan serta saran.
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